BAB V
Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kehidupan Anak Jalanan  khusus nya yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya, (UPTD) Liponsos, dan Unit Pelayanan Teknisi Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Surabaya.
1) Standar dan Sasaran Kebijakan/ ukuran dan Tujuan KebijakanDilihat dari implementasi kebijakan mengenai PMKS di Kota Surabaya bahwa dalam hal ini sesuai dengan wawancara dengan pihak terkait. Dinas Sosial sebagai Implementors (pelaksana) mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).
2) Sumber daya implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber Keberhasilan memanfaatkan daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa:
”Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”
3) Karakteristis dan organisasi pelaksana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive.
4) Disposisi atau sikap para pelaksana Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.
Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali  penyaringan (befiltered) lebih dahulu itu dilaksanakan. 
2. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan  Van Mater (dalam Widodo 1974). Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek

Maka dapat di simpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan terhadap masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan di Kantor Dinas Sosial, UPTD Liponsos, UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sudah mendekati kata berhasil Semoga kedepannya pelayanannya lebih baik dari sebelum-belumnya.
5.2 Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas yang di lakukan peneliti terhadap Implementasi pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial , maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut :
1) Melayani lebih baik lagi terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan yang ada di Kota Surabaya 
2) Dibuatkan peraturan untuk bisa berkomunikasi antar instansi-instansi yang sealur dengan lembaga sosial 
3) Dari instansi yang di tunjuk harus lebih tanggap untuk melayani semua PMKS yang ada di Kota Surabaya dengan baik dan sesuai standart prosedur
4) Pemerintah pusat harus memberikan solusi terhadap UPT-UPT yang mendapatkan kesulitan menangani PMKS di Kota Surabaya
5) Anak-anak jalanan yang harus di bina dan di bimbing yang lebih di perhatikan lebih biar tidak kembali jalanan kembali  
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